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ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang prosedur gadai emas yang tepat untuk melindungi kreditur dan perlindungan hukum bagi PT Pegadaian terhadap obyek gadai emas milik pihak ketiga. Penelitian tentang prosedur gadai emas ini memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya gadai emas yang sudah sesuai dengan asas-asas hukum kontrak dan syarat sahnya suatu perjanjian jika dibandingkan dengan mekanisme penyaluran dan pelunasan/lelang produk gadai emas yang ada di PT Pegadaian. Kepemilikkan benda bergerak yang dalam hal ini jaminan gadai emas yang mengacu pada Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa membawa benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda bergerak dan sah dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk transaksi gadai emas dalam. Sedangkan perlindungan hukum bagi PT Pegadaian terhadap obyek gadai emas milik pihak ketiga, memberikan gambaran tentang upaya mitigasi risiko pada saat sebelum penyaluran produk gadai emas dan langkah hukum setelah terjadi masalah hukum di PT Pegadaian. Dasar hukum dari PT Pegadaian yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016 dan lainnya menjadi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PT Pegadaian selaku kreditur dalam menjalankan operasional perusahaan dan menyalurkan produk gadai emas di masyarakat.
Kata Kunci: Gadai Emas, PT Pegadaian, Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, Kreditur, Pihak Ketiga
ABSTRACT
This paper discusses the proper gold pawn procedure to protect creditors and legal protection for PT Pegadaian against third-party gold pawn objects. Research on this gold pawn procedure provides an overview of how gold pawn is formed that is in accordance with the principles of contract law and the legal requirements of an agreement when compared to the distribution and settlement/auction mechanism for gold pawn products at PT Pegadaian. Ownership of movable objects, in this case gold pawn collateral, refers to Article 1977 of the Civil Code which states that anyone who brings movable objects is considered the owner of the movable objects and is entitled to carry out legal acts, including gold pawn transactions in. Meanwhile, legal protection for PT Pegadaian against third-party gold pawn objects provides an overview of risk mitigation efforts before the distribution of gold pawn products and legal steps after legal problems occur at PT Pegadaian. The legal basis of PT Pegadaian contained in the Financial Services Authority Regulation Number 31 of 2016 and others provides legal certainty and legal protection for PT Pegadaian as a creditor in carrying out company operations and distributing gold pawn products to the public. 
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A. PENDAHULUAN
PT Pegadaian merupakan jasa keuangan yang produk utamanya menyalurkan kredit berbasis hukum gadai dan produk lainnya yang berbasis hukum jaminan fidusia serta hak tanggungan. Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan Gadai adalah hak kreditur dari barang bergerak, yang didapatkan dari debitur atas penyerahan, atau orang lain atas namanya dengan memberi kuasa pada kreditur untuk melakukan pelunasan dari barang itu yang didahulukan dari kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melakukan lelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan begitu juga biaya mana yang harus didahulukan. Hukum Gadai dalam KUHPerdata diatur pada pasal 1150 sampai dengan 1160, dimana gadai mempunyai hak eksekuturial jika barang jaminan tidak dilakukan pelunasan oleh debitur. Perjanjian Gadai merupakan perjanjian ikutan yang didahului oleh perjanjian pokok seperti perjanjian hutang piutang atau bisa saja dibuat secara bersamaan dalam satu format tertentu seperti yang ada di PT Pegadaian.
Untuk barang jaminan gadai seperti benda bergerak tidak terdaftar merupakan suatu yang tidak mudah untuk mengetahui tentang apakah barang itu debitur mendapat wewenang atau tidak. Sehingga kreditur dalam prakteknya menerima jaminan barang ketika debitur menguasai dan mengaku sebagi pemilik barang tersebut serta kreditur mempunyai keyakinan, bahwa debitur mempunyai kewenangan untuk benda gadainya itu serta tidak ada rasa curiga dari kreditur kepada debitur berdasar prilaku kebiasaannya di lingkungan / masyarakat sekitar.

Maka hal itu sudah cukup bagi kreditur untuk menyalurkan kredit bagi debitur karena benda bergerak tersebut pada dasarnya hanya merupakan barang pinjaman bukan untuk dijual atau dibeli. Hal ini beda dengan benda tetap terdaftar seperti kendaraan motor atau mobil, yang membutuhkan pengecekan identitas kendaraan dan bukti pemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan dengan identitas debitur. Bahkan bisa jadi nama barang jaminan yang demikian berbeda identitas debitur dengan nama pemilik dalam STNK dan BPKB namun sepanjang barang gadai yang demikian baik motor/mobil juga turut diserahkan sebagai jaminan berupa STNK dan BPKB kendaraan terkait maka agunan tersebut tetap diterima.
 Istilah jaminan bukan sesuatu yang asing lagi untuk didengar, karena banyak lembaga jaminan yang telah memberikan penawaran dan promosi kepada masyrakat untuk melakukan jaminan dengan tujuan memenuhi kebutuhan modal yang besar. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan yang terus berlanjut, gaya hidup masyarakat pun ikut menyesuaikan. Dalam proses kelanjutan pembangunan itu, sering kali dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu, kehadiran lembaga jaminan menjadi salah satu solusi alternatif yang cepat dan efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan dana guna mendukung kelangsungan pembangunan

PT Pegadaian (Persero) terus melakukan diversifikasi produk agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh pemanfaatan proses bisnis berbasis digital untuk memudahkan akses terhadap berbagai layanan digital. Dalam upaya mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah serta mendukung program-program pemerintah di sektor ekonomi dan pembangunan, PT Pegadaian (Persero) melakukan transformasi secara cepat dan adaptif. Beragam produk dan layanan juga turut mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti tabungan emas, gadai emas, investasi emas, layanan pengiriman uang, pembiayaan kendaraan bermotor, Arrum Safar (tabungan haji), layanan pembayaran online berbagai jenis, hingga fasilitas safe deposit box.

Dalam perkembangannya PT Pegadaian sering diperhadapkan dengan masalah hukum yang terkait dengan objek barang jaminan yang masuk di PT Pegadaian sehingga membuat pelaksanaan eksekusi lelang tertunda atau tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

Berikut beberapa kasus terkait barang jaminan yang masuk di PT Pegadaian:

1. Nasabah pemilik toko emas memasukkan barang jaminan di PT Pegadaian, barang jaminan tersebut berupa emas perhiasan yang cukup banyak, pada saat kredit masih aktif datang pihak lain yang mengklaim kepemilikkan barang emas perhiasan di PT Pegadaian yang digadaikan, perkara tersebut sampai di Pengadilan dimana PT Pegadaian kalah dan akhirnya menyerahkan barang jaminan emas perhiasan. Atas dasar kasus tersebut dan kasus kasus lain serupa maka PT Pegadaian mengambil kebijakan bahwa uang pinjaman diatas Rp 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain dibuat dalam bentuk Surat Bukti Gadai dibuat juga dalam bentuk Akta Gadai dari Notaris sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 55 Tahun 2022, tentang Pedoman Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat Aman Dan Kredit Angsuran Sistem Gadai, Angka romawi IV Huruf A Nomor 1 Setiap transaksi Pegadaian KCA dan KRASIDA yang memiliki nilai uang pinjaman dengan nilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun secara akumulasi dalam satu hari kerja, perjanjian gadai wajib dibuat dalam bentuk akta notariil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi barang jaminan yang telah terdaftar dalam register negara
2. Terdapat banyak Barang Jaminan hasil curian atau kejahatan yang dimasukkan menjadi produk gadai kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian barang jaminan tersebut disita untuk kepentingan penyidikan pidana
Kasus tersebut termasuk sebagian kecil kasus yang terjadi di PT Pegadaian terkait barang jaminan, dimana perlu prinsip sangat hati-hati dalam menerima barang jaminan supaya tidak terulang lagi. Dampak barang jaminan yang tidak bisa dieksekusi memberikan kerugian materiil bagi perusahaan yang ujungnya harus ada pengembalian kerugian Perusahaan yang dibebankan pada Perusahaan.
Sejak PT Pegadaian didirikan menyalurkan produk berbasis gadai yang barang jaminannya berupa emas perhiasan dan alat rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis. Tidak seperti saat ini produk PT Pegadaian sudah berkembang pada produk berbasis fidusia dan hak tanggungan yang memiliki tantangan yang berbeda. Legalitas barang jaminan dan pelaksanaan eksekusi menjadi tolak ukur penilaian agar hukum jaminan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan para pihak. Seperti halnya emas perhiasan yang sampai saat ini tidak diatur dalam peraturan di Indonesia terkait hak milik seperti halnya BPKB atau Sertifikat Tanah, dimana kepemilikkan biasanya dituangkan dalam bukti kepemilikkan sehingga menjadi dasar oleh subjek hukum untuk menjelaskan kepemilikkannya. Masyarakat umum sering menganggap bahwa kwitansi pembelian emas perhiasan merupakan bukti kepemilikkan tetapi secara hukum tidak seperti itu, karena kwitansi pembelian hanya merupakan bukti bayar bukan bukti kepemilikkan
Tanpa legalitas yang jelas dari barang jaminan maka sulit pelaksanaan hukum jaminan dalam penerapannya di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Dimana dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 499, bahwa barang adalah benda dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Sehingga ditafsirkan bahwa benda yang nantinya menjadi barang jaminan memiliki kepemilikkan, sehingga diketahui kewenangan subjek hukum untuk mengikatnya dalam suatu perjanjian. 

Pada dasarnya setiap benda atau barang dapat dijadikan jaminan hutang piutang sepanjang barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual untuk dijadikan pelunasan. Terdapat banyak barang bergerak yang tidak diatur kepemilikkannya, untuk itu kwitansi pembelian menjadi dasar sementara bahwa suatu barang memiliki pemiliknya karena emas perhiasan yang sampai saat belum diatur sertifikat atau bukti kepemilikkan menimbulkan risiko hukum tersendiri dalam pelaksanaannya jika dijadikan jaminan hutang piutang, terlebih lagi jika dikemudian hari mendapatkan tuntutan pidana ataupun perdata dari pihak lain. Jika sudah terjadi demikian maka Kreditur ataupun Perusahaan akan mengeluarkan upaya dalam melaksanakan mitigasi ataupun litigasi yang pada akhirnya semua tidak lepas dari harga atau biaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan risiko dilapangan.

Jika dalam pelaksanaan hutang piutang sebagaimana telah diatur melalui aturan khusus pada hukum jaminan lewat perjanjian terdapat kendala atau tantangan maka akan menimbulkan kesulitan bagi Kreditur dalam melaksanakan pengembalian atau pelunasan hutang piutang melalui lelang.
Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka bagi publik, di mana penawaran harga dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan sistem naik atau turun hingga tercapai harga tertinggi, dan diawali dengan pengumuman lelang. Dalam konteks lelang eksekusi, yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum setara, pihak yang menjual barang adalah pihak yang menguasai barang tersebut (kreditur). Meski demikian, penjual tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan tidak mengabaikan kepentingan pemilik barang.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian Tentang Gadai Emas 
Emas yang biasanya dijadikan jaminan pelunasan hutang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Lantakan / Batangan emas

b. Perhiasan emas

Emas menjadi produk prioritas gadai karena emas memiliki banyak keunggulan, berikut keunggulan emas :

a. Likuiditas tinggi, dimana emas sangat mudah diperjual belikan

b. Tahan inflasi dan nilainya stabil, dimana harganya setiap tahun terus bertambah

c. Sering dijadikan jaminan

d. Dijadikan aset dan investasi yang menguntungkan

e. Mudah dirawat dan dibawa kemana-mana
Selaku kreditur dalam menyalurkan gadai kepada debitur diikat dengan perjanjian pokok yaitu hutang piutang yang dilanjutkan dengan perjanjian ikutan (tambahan) terkait jaminannya. Perjanjian pokok tersebut sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan ini diatur pada Pasal 1321 KUHPerdata: "Tiada suatu perjanjian yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Pasal ini menegaskan bahwa kesepakatan para pihak harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan, tipu daya dan kekhilafan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan ini diatur pada Pasal 1329 KUHPerdata: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali apabila ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang". Dan pada Pasal 1330 KUHPerdata: "Yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a. Orang yang belum dewasa;
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
c. Perempuan yang bersuami, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."
Kecakapan hukum berkaitan dengan usia dan kondisi mental, serta status hukum seseorang. Jika pihak tidak cakap, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu diatur pada Pasal 1333 KUHPerdata: "Suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok persoalan tertentu. Pokok persoalan itu cukup ditentukan, atau setidak-tidaknya dapat ditentukan". Ini artinya objek kesepakatan harus jelas diuraikan dalam isi perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal (Tujuan yang sah)

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memiliki alasan yang sah, dibuat berdasarkan alasan yang palsu, atau bertentangan dengan hukum, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu alasan dianggap tidak sah apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, mengenai perjanjian tambahan atau perjanjian jaminan berupa gadai, tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun bentuk dan isi perjanjiannya sendiri, selama dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum
2. Prosedur Gadai Emas yang Tepat untuk Melindungi Kreditur
Prosedur gadai emas yang tepat untuk melindungi kreditur adalah sebagai berikut:

1. Penilaian dan pemeriksaan terkait legalitas dari calon nasabah, objek jaminan dan pekerjaan atau usaha calon nasabah, seperti sebagai berikut :

a. Calon nasabah, berkaitan dengan identitas dalam KTP yaitu tempat tinggal atau domisili, karena jika domisili berada di kota lain jauh dari tempat transaksi gadai maka harus digali lebih dalam informasinya bahwa kenapa tidak melakukan transaksi didaerah asal, yang pada intinya mengetahui profil calon nasabah, sebagaimana diatur dalam:

1) POJK Nomor 12 Tahun 2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan pelaksanaan CDD (Customer Due Diligence) dan Enhanced Due Diligence (EDD) yaitu untuk mengidentifikasi dan memverifikasi profil nasabah.

2) POJK Nomor 39 Tahun 2024, tentang Pergadaian, Pasal 152 ayat (2) huruf b, melakukan verifikasi identitas nasabah dan keaslian dokumen
b. Objek jaminan, berkaitan dengan jaminan emas diperlukan pemeriksaan taksiran emas sesuai standar operasional prosedur menaksir emas, dimana jangan sampai terdapat barang jaminan palsu karena isian bukan emas atau emas hanya terdapat pada lapisan luar saja. Jika objek jaminan emas telah dipastikan aman maka selanjutnya menentukan penetapan uang pinjaman atau kredit sesuai harga pasar yang wajar, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, yang menyatakan bahwa :

· Perusahaan/Kreditur menetapkan benda jaminan yang dapat diterima (Pasal 143)

· Kreditur memiliki pedoman tertulis penaksiran benda jaminan (Pasal 145)

· Pemberian nilai taksiran atas benda jaminan kepada nasabah/debitur (Pasal 146)
c. Pekerjaan atau usaha, berkaitan dengan kemampuan bayar dari calon nasabah dapat menentukan kwalitas dari suatu kredit. Kemampuan bayar dapat juga membuat calon nasabah menjadi nasabah prioritas sehingga berpengaruh pada penetapan uang pinjaman atau kredit, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam Pasal 10 sampai dengan 12, bagian kedua kredit, menjelaskan sebagai berikut :

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan menilai tiga aspek utama, yaitu prospek usaha debitur, kinerja historis debitur, dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Prospek Usaha

Aspek ini mencakup evaluasi atas beberapa komponen, yakni:

a) potensi pertumbuhan usaha ke depan,

b) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan industri,

c) kualitas manajemen serta isu terkait tenaga kerja,

d) dukungan dari grup usaha atau afiliasi, serta

e) upaya debitur dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2. Kinerja Debitur

Kinerja keuangan dan operasional debitur dianalisis melalui indikator:

a) tingkat profitabilitas,

b) struktur modal yang dimiliki,

c) arus kas yang dihasilkan, dan

d) ketahanan terhadap risiko pasar.
3. Kemampuan Membayar

Kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban dievaluasi berdasarkan:

a) kepatuhan dalam membayar pokok dan bunga secara tepat waktu,

b) kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan,

c) kesempurnaan dokumen pendukung kredit,

d) ketaatan terhadap perjanjian kredit,

e) kesesuaian antara penggunaan dana dan tujuan kredit, serta

f) kewajaran sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kewajiban.
Analisis dilakukan secara menyeluruh terhadap ketiga faktor di atas dengan mempertimbangkan seberapa penting dan relevan masing-masing komponen terhadap kondisi debitur.
2. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan (tambahan) terkait jaminan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), dimana isi perjanjian harus jelas seperti sebagai berikut :

a. Identitas debitur dan kreditur, 

b. jenis barang jaminan yang digadaikan baik kadar/karatase maupun berat emas 

c. Penetapan Taksiran dan Uang Pinjaman

d. Penetapan jangka waktu pinjaman, yaitu tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo

e. Besaran sewa modal atau bunga dari pinjaman atau kredit pinjaman.

f. Biaya administrasi lainnya

g. Kategori hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur harus jelas dan tidak multi tafsir sebagai dasar jika terjadi sengketa dikemudian hari

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, Bagian Kelima, Perjanjian :
· Pasal 153 :
1) Seluruh perjanjian antara Perusahaan dan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dalam bentuk:

a) Surat Bukti Gadai;
b) Perjanjian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia; dan
c) Perjanjian penitipan.

3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a) dan huruf b) wajib memuat paling sedikit:

a) Identitas para pihak;
b) Nomor dan tanggal perjanjian;
c) Jenis kegiatan usaha;
d) Benda yang dijaminkan;
e) Nilai taksiran benda yang dijaminkan;
f) Jumlah Pinjaman;
g) Jangka waktu Pinjaman;
h) Tingkat bunga Pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, dan biaya administrasi;
i) Denda keterlambatan;
j) Pembebanan Benda Jaminan fidusia secara jelas, apabila pemberian Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
k) Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
l) Ketentuan pemberian peringatan dalam hal nasabah wanprestasi;
m) Ketentuan eksekusi atau penjualan benda jaminan dalam hal nasabah wanprestasi;
n) Biaya eksekusi atau penjualan benda jaminan;
o) Ketentuan mengenai mekanisme pelunasan pinjaman dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan benda jaminan atau klaim asuransi;
p) Jangka waktu perjanjian mitigasi risiko dalam hal Perusahaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat 3), apabila pemberian Pinjaman dengan benda jaminan berdasarkan fidusia;
q) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
r) Ketentuan mengenai keadaan kahar.

· Pasal 154, menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 1) wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat.

· Pasal 155 :
1) Perusahaan wajib menyerahkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 2) kepada Nasabah.
2) Perusahaan wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara salinan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1) untuk setiap transaksi.
3) Pengadministrasian, penyimpanan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

· Pasal 156 :
1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 1) dapat dituangkan dalam dokumen elektronik.
2) Dalam hal perjanjian dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Perusahaan wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik.
3) Penggunaan tanda tanganelektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik wajib dituangkan dalam pedoman penggunaan tanda tangan elektronik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

3. Serah terima barang jaminan gadai emas dari debitur kepada kreditur, yaitu salah satu syarat terbentuknya gadai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdata, Hak gadai atas barang bergerak berwujud maupun atas piutang lahir melalui penyerahan barang yang digadaikan ke dalam penguasaan kreditur, orang yang mewakilinya, atau pihak lain atas persetujuan kreditur 
4. Menjaga barang jaminan emas agar tidak rusak atau hilang supaya terhindar dari tuntutan hukum dari debitur. Sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 1157 KUHPerdata, kreditur bertanggungjawab atas kehilangan atau merosotnya barang jaminan yang terjadi karena kelalaiannya.

b. POJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, Pasal 144 ayat 1 Perusahaan wajib memiliki tempat penyimpanan benda jaminan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan
5. Mendaftarkan asuransi kredit/barang jaminan gadai emas untuk meminimalkan risiko jika terjadi kegagalan pelunasan hutang agar kreditur terhindar dari kerugian, yang disebabkan oleh :

a. Barang jaminan hasil kejahatan yang digadaikan nasabah/debitur kemudian disita Kepolisian

b. Barang jaminan hilang

c. Kredit fiktif atau barang jaminan yang digelapkan karyawan

d. Gugatan perdata pihak ketiga terkait barang jaminan yang digadaikan debitur

Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, Pasal 144 ayat (3) Perusahaan wajib mengasuransikan Benda Jaminan untuk mitigasi risiko

6. Pelunasan hutang dari debitur, yang merupakan kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang. Dimana pelaksanaan seperti sebagai berikut :

a. Jumlah pelunasan jelas secara sistem dan ada tanda terima masing-masing pihak

b. Pengambilan barang jaminan setelah pembayaran lunas dipastikan dan dibuktikan lewat identitas bahwa yang mengambil barang jaminan adalah yang menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) atau pemilik barang jaminan yang dituangkan dalam bentuk serah terima barang jaminan setelah pelunasan 

Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, Bagian Kelima, Perjanjian, Pasal 153, ayat :

1) seluruh perjanjian antara Perusahaan dan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis

3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a dan huruf b wajib memuat paling sedikit: huruf o ketentuan mengenai mekanisme pelunasan Pinjaman dan pengembalian Uang Kelebihan dari hasil penjualan Benda Jaminan atau klaim asuransi.
7. Lelang barang jaminan jika debitur tidak melunasi hutang atau telah terjadi wanprestasi, melalui :

a. Pelaksanaan lelang didahului dengan peringatan atau somasi setelah lewat jatuh tempo

b. Pemberitahuan lelang kepada debitur setelah sampai batas waktu yang ditetapkan pada somasi tidak ditanggapi oleh debitur

Sebagaimana diatur dalam :

a) POJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian, Pasal 148 

1) Dalam hal Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan dapat melakukan Lelang Benda Jaminan.
2) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Benda Jaminan dapat dijual dengan cara:
a. Nasabah menjual sendiri Benda Jaminannya; atau
b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menjualkan Benda Jaminannya, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Nasabah.
3) Dalam hal Perusahaan bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2), penjualan dimaksud dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.
4) Penjualan Benda Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b dilakukan jika nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan.
5) Benda Jaminan yang dijual sebelum tanggal Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3), dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai serta afiliasinya.
6) Perusahaan wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Benda Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 2)

b) Pasal 1155 KUHPerdata menyatakan bahwa kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, apabila debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan, atau setelah diberi peringatan dalam hal tidak ditentukan batas waktu tertentu, maka kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan secara terbuka sesuai dengan kebiasaan setempat dan dengan syarat-syarat yang berlaku umum. Tujuannya adalah agar utang beserta bunga dan biaya terkait dapat dilunasi dari hasil penjualan tersebut. Apabila barang gadai berupa barang dagangan atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di bursa, maka penjualan dapat dilakukan di tempat tersebut, dengan syarat melalui perantaraan dua orang makelar yang memiliki keahlian di bidangnya

8. Dilarang menggunakan atau memiliki Barang Jaminan gadai emas, sebagaimana diatur dalam :

a) Pasal 1154 KUHPerdata menyatakan bahwa apabila debitur atau pihak yang menggadaikan barang tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur tidak berhak mengambil alih kepemilikan atas barang yang digadaikan. Setiap ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan aturan ini dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

b) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian :

· Pasal 138 Perusahaan yang memberikan Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 1) dilarang untuk :

a. Menggunakan benda jaminan

b. Menyimpan benda jaminan di tempat nasabah

c. Memiliki benda jaminan

d. Menggadaikan kembali benda jaminan kepada pihak lain.
· Pasal 148 ayat 5) Benda Jaminan yang dijual sebelum tanggal Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3), dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai serta afiliasinya

9. Pengembalian uang kelebihan lelang jika pada saat lelang terdapat lebih uang setelah dikurangi pelunasan hutang agar tercipta transparansi dalam pelaksanaan lelang dan pertanggungjawaban kepada debitur. Struk uang kelebihan harus memuat :

a. Jumlah uang pinjaman

b. Biaya administrasi lelang

c. Bea lelang pembeli dan penjual 

d. Jumlah penjualan lelang

e. Jumlah uang kelebihan lelang

Sebagaimana diatur dalam :

a) POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian – Pasal 151, yang menyatakan :
· Perusahaan pergadaian wajib menginformasikan serta mengembalikan kelebihan dana hasil penjualan barang jaminan melalui lelang (sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (1)) atau berdasarkan kuasa penjualan (sebagaimana disebut dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b) kepada nasabah.
· Dana kelebihan dari hasil penjualan tersebut harus dicatat secara terpisah oleh perusahaan.
· Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengembalian dana kelebihan tersebut akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang – Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kali lelang diselenggarakan, akan dikenakan bea lelang sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Perlindungan Hukum Bagi PT Pegadaian Terhadap Objek Gadai Emas Milik Pihak Ketiga
a. Jenis Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Produk Pegadaian KCA Dan Kredit Angsuran Sistem Gadai. Jenis barang jaminan gadai di PT Pegadaian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Barang Jaminan aktif (tidak bermasalah) adalah barang dari Nasabah yang masuk dijadikan jaminan gadai oleh Perusahaan dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada Perusahaan bahwa Nasabah akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang.

2) Barang jaminan bermasalah adalah barang jaminan dari pinjaman yang diberikan bermasalah. Barang jaminan bermasalah terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Barang jaminan hilang adalah barang jaminan pada produk pegadaian KCA dan KRASIDA yang sebagian maupun seluruhnya hilang/tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, terlepas dari penguasaan Perusahaan tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang berlaku yang disebabkan karena perampokan, pencurian, kecurangan atau kelalaian karyawan internal, kebakaran, kondisi force majeure, atau sebab lainnya. 

2. Barang jaminan taksiran tinggi adalah barang jaminan dengan taksiran yang melewati kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar yang telah ditetapkan, yang dikarenakan kelalaian atau kekeliruan maupun kesengajaan dari Penaksir atau Pengelola maupun Kuasa Pemutus Taksiran (KPT)

3. Barang jaminan palsu adalah barang yang dibuat menyerupai barang yang sebenarnya mulai dari detail desain, warna, ukuran, type/jenis dan juga corak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi-tingginya sehingga tidak sesuai dengan bahan dan ongkos pembuatannya

4. Barang jaminan bukti perkara adalah barang jaminan yang masuk kriteria sebagai berikut :

a) Digunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Barang jaminan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses terjadinya tindak pidana. Contohnya: barang yang digadaikan merupakan hasil dari kejahatan atau digunakan sebagai sarana dalam tindak kejahatan.
b) Menjadi tujuan dari tindak pidana atau dihasilkan dari tindak pidana
Barang jaminan yang dimaksudkan untuk diperoleh melalui kejahatan (objek kejahatan), atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.
c) Dapat memberikan keterangan yang mendukung penyelidikan tindak pidana. Barang jaminan memiliki nilai pembuktian, misalnya mengandung informasi, identitas, atau karakteristik yang relevan dalam penyelidikan. Dalam hal ini, barang tersebut berfungsi sebagai penunjang alat bukti yang sangat penting untuk mengungkap suatu perkara
d) Adanya orang atau badan hukum yang datang ke outlet dan mengakui bahwa Barang Jaminan tersebut merupakan miliknya sendiri, dan telah melalui proses :
(1) Menyatakan bahwa nasabah yang memberikan barang jaminan bukan merupakan pemilik sebenarnya

(2) Barang jaminan diperoleh nasabah melalui suatu perbuatan melawan hukum seperti pencurian, perampokan dan penggelapan

(3) Pemilik sebenarnya telah melaporkan kepada Kepolisian setempat dengan dibuktikan adanya surat laporan dari Kepolisian dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang jaminan ditetapkan menjadi barang bukti dan diputuskan oleh Pengadilan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya.

e) Adanya Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) melakukan penyitaan barang jaminan sebagai barang bukti perkara

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah barang jaminan bermasalah kategori barang bukti perkara yang merupakan milik pihak ketiga yang menjadi sengketa di PT Pegadaian. 
(2) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PT Pegadaian
Dalam hukum kontrak, dikenal lima asas fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran suatu perjanjian. Asas-asas ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan memiliki fungsi menjaga keseimbangan serta keadilan dalam hubungan hukum perdata. Adapun kelima asas tersebut adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Tercantum pada KUHPerdata pasal 1338 pada ayat yang pertama yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang kepada mereka yang membuat perjanjian itu. 

Dengan begitu asas ini memberikan kebebasan/keleluasaan bagi para pihak untuk:

a. Mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian
b. Membuat kesepakatan dengan siapa pun
c. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian
d. Memilih bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan
2. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sah hanya dengan adanya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan oleh undang-undang. Konsensualisme mencerminkan bahwa perjanjian lahir dari kehendak bebas para pihak yang bertemu dalam satu titik kesepakatan (consensus).

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Masih merujuk pada KUH Perdata pasal 1338 pada ayat pertama menyatakan asas ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

4. Asas Kepribadian

Diatur dalam KUH Perdata pasal 1315 yang menyatakan bahwa pada umumnya, seorangpun tidak dapat membuat perikatan, atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian atas nama dan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk atau atas nama orang lain, kecuali berdasarkan kuasa atau ketentuan hukum.

5. Asas Itikad Baik

Tercantum pada KUH Perdata pasal 1338 pada ayat yang ketiga bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga asas ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus saling percaya, jujur, dan bertindak dengan niat yang baik, tidak saling merugikan, serta menjunjung keadilan dan kepatutan.

Asas itikad baik (good faith) dalam hukum kontrak tidak hanya menjadi prinsip umum, namun juga merupakan standar etika dan hukum yang melekat dalam setiap proses perjanjian. Itikad baik memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Itikad Baik dalam Arti Subjektif

Itikad baik secara subjektif menyangkut sikap batin atau niat jujur dari seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, pihak yang bersangkutan tidak mengetahui atau seharusnya tidak mengetahui adanya cacat hukum atau hak orang lain atas objek hukum yang bersangkutan.

Contoh penerapan asas ini dapat ditemukan dalam:

Pasal 1977 KUHPerdata, yang berkaitan dengan kepemilikan benda bergerak karena daluwarsa;

Pasal 531 KUHPerdata, yang mengatur tentang penguasaan benda oleh seseorang yang tidak tahu bahwa benda tersebut bukan miliknya.

Dalam konteks ini, kejujuran atau ketulusan hati seseorang saat melakukan perbuatan hukum menjadi kunci utama penilaian.

2. Itikad Baik dalam Arti Objektif

Itikad baik secara objektif berkaitan dengan standar kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat umum. Artinya, meskipun suatu perjanjian telah disepakati secara sah, pelaksanaannya tetap harus dilakukan dengan menghormati norma-norma keadilan, kepatutan, dan kesusilaan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Hal ini memberikan kewewenangan kepada hakim untuk menilai apakah pelaksanaan suatu perjanjian melanggar norma kepatutan atau tidak.

Dengan demikian, dalam arti objektif, itikad baik menuntut tidak hanya kejujuran pribadi, tetapi juga sikap wajar yang diharapkan oleh masyarakat dalam hubungan hukum. Pihak yang bertindak curang atau menyalahgunakan ketentuan perjanjian, meskipun secara formil sah, dapat dianggap tidak beritikad baik
Dalam melakukan perlindungan hukum secara yuridis bagi PT Pegadaian dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
1. Upaya pencegahan sebelum terjadi masalah hukum yang bersifat preventif, yaitu dengan melakukan seperti yang diuraikan atau dijelaskan pada Bab 4.2 prosedur gadai emas yang tepat untuk melindungi kreditur atau disebut juga perlindungan hukum internal
2. Upaya penanganan yang diambil ketika masalah hukum telah terjadi yang bersifat represif., dilakukan dengan kategori dan cara sebagai berikut :

a. Kategori masalah hukum perdata

Setelah terbentuk gadai emas antara PT Pegadaian selaku Kreditur dengan Nasabah/Debitur dikemudian hari selama masa kontrak berlangsung mendapatkan klaim dari Pihak Ketiga yang menyatakan Barang Jaminan gadai emas yang digadaikan di PT Pegadaian merupakan miliknya, maka PT Pegadaian saat menerima gadai menyatakan memiliki perlindungan hukum yang mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1) Bahwa siapa yang membawanya dianggap sebagai pemilik atas dasar Pasal 1977 KUHPerdata: “Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582”.

Pengertian Pasal 1977 KUHPerdata dapat diuraikan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :
· Barangsiapa menguasai, artinya siapa saja yang secara fisik memegang atau mengendalikan barang.
· Barang bergerak, artinya benda yang bisa berpindah tempat, bukan tanah atau bangunan.
· Yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, artinya pengecualian terhadap dokumen bernilai seperti wesel, cek, obligasi dan sebagainya.
· Dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya, artinya ada asas dugaan hukum bahwa orang tersebut adalah pemilik sah sampai ada bukti sebaliknya.
· Walaupun demikian, artinya meskipun ada asas dugaan hukum tadi, ini adalah pengecualian
· Barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, artinya maksudnya si pemilik asli kehilangan barangnya karena hilang atau dicuri.
· Dalam jangka waktu tiga tahun, artinya ada batas waktu maksimal 3 tahun untuk menuntut kembali barangnya.
· Terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, artinya perhitungan waktu dimulai dari hari kejadian hilangnya barang.
· Itu dikembalikan pemegangnya, artinya pemilik asli berhak meminta kembali barang tersebut dari siapa pun yang menguasainya saat ini.
· Tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, artinya jika orang yang sekarang memegang barang menerima barang itu dengan itikad baik ia tetap bisa menuntut ganti rugi dari orang yang memberikan atau menjual barang itu kepadanya.
· Pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582, artinya meskipun seseorang menguasai barang, dia tidak otomatis sah sebagai pemilik kalau cara memperoleh barangnya tidak sesuai hukum.
Secara ringkas Pasal 1977 KUHPerdata menyatakan:

1. Orang yang memegang barang bergerak dianggap pemiliknya untuk kepastian hukum dalam melakukan transaksi

2. Tapi jika barang itu hilang atau dicuri pemilik asli bisa minta kembali barangnya dalam 3 tahun.
3. Pemegang sekarang bisa menuntut ganti rugi dari pihak yang memberikan barang tersebut.

4. Semua itu berlaku dengan tetap memperhatikan cara-cara sah untuk memperoleh kepemilikan

Sesuai penjelasan itu kreditur menerima barang jaminan sudah sesuai asas-asas dalam hukum kontrak tetapi kreditur tidak bisa menilai atau mengambil kesimpulan dikemudian hari ternyata milik pihak ketiga. 

2) Bahwa sebagaimana pengertian Bezit dalam KUHPerdata

· Pasal 529 menyatakan yang dimaksud dengan besit adalah suatu kondisi di mana seseorang menguasai atau menikmati suatu barang, baik secara langsung atau melalui pihak lain, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.
· Pasal 531 menyatakan Besit dengan itikad baik terjadi jika orang yang memegang besit memperoleh barang tersebut dengan cara yang sah, yaitu dengan memperoleh hak kepemilikan atas barang tersebut tanpa mengetahui adanya masalah atau cacat dalam kepemilikannya.
· Pasal 533 menyatakan pemegang besit harus dianggap memiliki itikad baik. Jika ada pihak yang menuduh pemegang besit memiliki itikad buruk, maka pihak yang menuduh wajib membuktikan tuduhannya.

Dari ketiga pasal tersebut memberikan kesimpulan bahwa penguasaan atas suatu barang seolah-olah milik sendiri. Orang yang memegang besit secara hukum dianggap memiliki itikad baik, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, selama tidak ada bukti bahwa ia tahu ada masalah hukum atas barang itu, maka ia dilindungi oleh hukum
3) Bahwa sebagaimana pengertian benda bergerak dalam KUHPerdata :

· Pasal 509 menyatakan yang dimaksud dengan benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang bisa berpindah tempat sendiri atau dapat dipindahkan oleh orang lain.
· Pasal 612 menyatakan penyerahan benda bergerak, kecuali benda tak berwujud, dilakukan secara fisik oleh pemiliknya atau orang yang mewakilinya, atau bisa juga dengan menyerahkan kunci tempat di mana benda tersebut disimpan. Namun, penyerahan fisik tidak diperlukan apabila orang yang akan menerima benda tersebut sudah lebih dulu menguasainya berdasarkan hak yang sah.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda bergerak menurut hukum adalah benda yang dapat berpindah dengan sendirinya atau dapat dipindahkan oleh orang lain. Penyerahan benda bergerak, kecuali yang tidak memiliki wujud fisik, dilakukan melalui penyerahan secara langsung oleh pemiliknya atau wakilnya, atau dengan memberikan kunci tempat di mana benda tersebut disimpan
Jika barang tersebut sudah dikuasai oleh penerima karena hak lain, maka penyerahan secara nyata tidak diwajibkan.

b. Kategori masalah hukum pidana

Karyawan PT Pegadaian selaku kreditur hampir selalu disangkakan melakukan perbuatan pidana penadahan sesuai pada Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah apabila:

1) Ia membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, memperoleh sebagai hadiah, atau menyembunyikan barang yang ia ketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2) Ia mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang ia ketahui atau seharusnya menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan.

Dimana perbuatan pidana pokok yang selalu dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut :
1. Pencurian

Pasal 362 KUHPidana menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu benda, baik seluruh maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan niat untuk menguasainya secara tidak sah, dapat dikenai hukuman atas tindak pidana pencurian, berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah

2. Penggelapan

Pasal 372 KUHPidana menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menguasai suatu benda, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Penipuan

Pasal 378 KUHPidana, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan guna membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan suatu piutang, dapat dikenai sanksi pidana penjara selama-lamanya empat tahun karena perbuatan penipuan.
Setelah debitur mendapatkan barang jaminan emas dari hasil kejahatan seperti diatas, lalu memasukkan barang jaminan emas itu di outlet-outlet PT Pegadaian. Atas laporan korban kejahatan sebagai pemilik barang jaminan emas Kepolisian melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan pun memerlukan penyitaan barang bukti. Penetapan sita barang bukti atas persetujuan pengadilan negeri setempat. 

Langkah-langkah perlindungan hukum PT Pegadaian jika terjadi permasalahan terkait pidana sesuai Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Produk Pegadaian KCA Dan KRASIDA:

1. Meminta penjelasan aparat Kepolisian tentang duduk perkara

2. Meminta pengertian Kepolisian bahwa barang jaminan dapat disimpan di brangkas PT Pegadaian, sehingga lebih aman dan dapat diambil sewaktu-waktu guna kepentingan penyidikan dan menjelaskan bahwa barang milik negara tidak bisa dilakukan penyitaan, sebagaimana Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 50, yang menyatakan bahwa tidak seorangpun diperbolehkan melakukan penyitaan terhadap :

· Barang bergerak yang menjadi milik negara atau pemerintah daerah

· Barang milik pihak ketiga yang saat ini berada dalam penguasaan negara

3. Jika pihak Kepolisian tetap berkeras untuk mengambil dan menyita barang jaminan emas, maka PT Pegadaian meminta kelengkapan berkas dari Kepolisian, seperti :

a. Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Setempat

b. Surat Tugas Penyitaan dari Kepolisian
4. Saat menyerahkan barang jaminan gadai emas dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyitaan yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian dengan apparat Kepolisian yang didokumentasikan dengan foto sebagai pembuktian serah terima

Jika dalam proses penyidikan perkara selanjutnya Karyawan PT Pegadaian selaku kreditur akan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Penadahan Pasal 480 KUHPidana, maka dilakukan penjelasan aturan perundang-undangan sebagai berikut : 

Pertama
: Pasal 1977 KUHPerdata, yang menyatakan pembawa barang jaminan dianggap sebagai pemiliknya

Kedua: Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyimpulkan sebagai berikut :
· Setiap orang yang memberikan barang bergerak sebagai jaminan dianggap sebagai pemilik barang tersebut.
· Jika di kemudian hari terdapat dugaan atau terbukti bahwa barang jaminan tersebut berasal dari tindak pidana, maka Pelaku Usaha atau Kreditur tidak dapat dikenakan pidana atas penerimaan barang jaminan tersebut.
· Kekebalan dari tuntutan pidana hanya berlaku apabila Pelaku Usaha telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga: Pasal 51 Ayat (1) KUHP, menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang sah, tidak dapat dikenai hukuman pidana.
Dari dasar hukum diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa pembawa barang jaminan emas dianggap sebagai pemilik dalam melakukan transaksi gadai

2. Bahwa barang bergerak milik negara tidak bisa disita

3. Bahwa Karyawan PT Pegadaian yang menjalankan tugas sesuai perintah dan aturan internal perusahaan tidak bisa dipidana

Sehingga berdasarkan penjelasan dari ketiga peraturan perundang-undangan maka kreditur tidak bisa dipidana atau dijadikan tersangka oleh Kepolisian dan merupakan jaminan atau perlindungan hukum bagi kreditur dalam menyalurkan produk gadai emas selanjutnya. 

C. PENUTUP
Gadai merupakan hak yang diterima kreditur dari penyerahan barang bergerak dari debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya. Gadai terbentuk dari adanya penyerahan barang jaminan dan adanya perjanjian pokok maupun perjanjian ikutan. Sedang hapusnya gadai karena terhapusnya perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Gadai diatur di dalam Pasal 1150 – 1160 BW, yang bentuk perjanjiannya mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Untuk menjalankan operasional dalam menyalurkan produk gadai emas PT Pegadaian memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut berupa dasar hukum dari subjek hukum dan dasar hukum dalam menyalurkan produk gadai emas dari kreditur. Emas yang dijadikan jaminan utang piutang merupakan benda bergerak yang kepemilikkannya diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata 

Dari 2 (dua) rumusan masalah penulis sebagai berikut :

1. Prosedur gadai emas yang tepat untuk melindungi kreditur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Sebelum pemberian uang pinjaman gadai, yang harus diperhatikan dan dinilai dengan baik adalah calon nasabah/debitur, objek jaminan dan pekerjaan atau usaha dari calon nasabah/debitur 

b. Saat membuat kesepakatan dalam perjanjian, isi pokok perjanjian harus jelas mengatur hak dan kewajiban dari para pihak.

c. Setelah pemberian uang pinjaman gadai, yang harus diperhatikan adalah alur atau mekanisme saat pelaksanaan lelang dan pembuktiannya. 

2. Perlindungan hukum bagi PT Pegadaian terhadap obyek gadai emas milik pihak ketiga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum dengan cara mencegah sebelum terjadi masalah hukum yang disebut preventif, dengan cara pada saat pemberian sampai dengan pelunasan/pelelangan gadai dilaksanakan sesuai dengan mekanisme aturan hukum gadai atau perjanjian yang disepakati bersama

Perlindungan hukum dengan cara menangani setelah terjadi masalah hukum yang disebut represif, berkoordinasi dengan Kepolisian dalam penanganan kasus dengan memberikan penjelasan dasar-dasar hukum dalam penyaluran produk gadai emas, seperti yang diatur pada Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan pembawa barang dianggap sebagai pemilik dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan pihak yang menyerahkan barang bergerak adalah pemilik dan penerima barang bergerak selaku kreditur tidak dapat dituntut pidana.
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